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Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap 
Tabungan Mud{a<rabah (MDA) Berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT 
Sidogiri Cabang Sepanjang”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai 
Bagaimana aplikasi tabungan mud{ara>bah (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang dan Bagaimana tinjauan hukum Islam 
terhadap tabungan mud{ara>bah (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-
UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
Data penelitian skripsi ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, 
yaitu karyawan dan anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang. Untuk teknik pengolahan data penulis menggunakan teknik editing, organizing, 
dan analyzing. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis untuk mendapatkan 
kesimpulan secara khusus tentang aplikasi tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka di 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi tabungan mud{a<rabah (MDA) 
berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang 
menggunakan akad mud{a<rabah mut{laqah dengan bagi hasil voucher belanja berupa uang 
yang diserahkan di awal setelah akad dilakukan. Menurut tinjauan Hukum Islam akad yang 
digunakan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang  
adalah batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, karena dalam praktiknya 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang memberikan bagi 
hasil berdasarkan persentase terhadap modal bukan persentase keuntungan. 
Sejalan dengan kesimpulan diatas, pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-
UGT Sidogiri Cabang Sepanjang diharap lebih melakukan pembelajaran dalam memahami 
konsep mud{a<rabah secara umum agar sejalan dengan teori mud{a<rabah yang benar menurut 
syariah dan ada baiknya melakukan penyempurnaan prosedur bagi hasil yang sudah 
diterapkan selama ini yaitu perhitungan bagi hasil yang lebih jelas dan tidak adanya 
penentuan batas nominal saat awal akad. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk 
beragama Islam di dunia. Meskipun demikian di dalam kehidupan 
perekonomian, umat Islam berada dalam posisi minoritas. Hal itu 
disebabkan selain menyangkut etos kerja umat Islam, juga berkaitan 
dengan pemahaman kegiatan ekonomi. Banyak kalangan masyarakat 
Islam menilai/memahami persoalan ekonomi sebagai persoalan dunia, 
seolah terlepas dari masalah agama. Kehidupan duniawi seakan tak punya 
tali temali dengan agama. 
Seperti diketahui bahwa Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw, 
merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki 
kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di 
akhirat nanti. Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw sebagai penuntun 
memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi 
segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, 
kini, dan masa yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-Quran dan 
hadis tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal 
dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan di 
dalam 







































Sebagai manusia, kita adalah umat muslim yang tidak mungkin 
hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Termasuk dalam 
kebutuhan ekonomi, terkadang ada orang yang mempunyai dana akan 
tetapi belum bisa memanfaatkannya dengan maksimal, sedangkan 
sebaliknya  ada orang yang mempunyai kemampuan bekerja  akan tetapi 
belum mempunyai dana. Oleh karena itu hadirnya asuransi syariah, 
lembaga keuangan syariah dan kegiatan-kegiatan ekonomi Islam lainnya 
memang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai perantara penghimpunan 
dan penyaluran dana. 
Salah satu lembaga keuangan syariah adalah Baitu>l Ma>l wa 
Tamwi>l (BMT). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitu>l ma>l dan baitul 
tamwi>l. Baitu>l Ma>l lebih mengarah pada usaha pengumpulan dana dan 
penyaluran dana non profit, seperti ZIS (zakat, infaq, dan sadaqah). 
Adapun baitu>l tamwi>l adalah sebagai usaha pengumpulan dana 
penyaluran dana komersial. Dengan demikian BMT merupakan lembaga 
pendukung ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan pada syariah.
2
 
BMT sebagai lembaga keuangan mikro berfungsi sebagai pihak 
yang diberi amanah oleh para pemilik dana (anggota penabung) untuk 
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menyalurkan dananya kepada pihak (anggota) yang memerlukan dana 
untuk keperluan pengembangan usaha melalui pemberian pembiayaaan. 
Untuk dapat memberikan berbagai macam pembiayaan kepada banyak 
anggota dalam jumlah yang besar maka diperlukan dana yang besar pula, 
dana tersebut bersumber dari dana simpanan para anggota. Terkait dengan 
pengumpulan dana simpanan BMT berkreasi menciptakan berbagai 
macam bentuk simpanan. Untuk menyalurkan dana hasil simpanan 
tersebut BMT kemudian mengembangkan berbagai macam pembiayaan. 
Oleh karena itu, dalam aktivitas pelayanan kepada masyarakat BMT 
menawarkan produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syariah, baik 




Dari sinilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
didirikan karena banyak permasalahan masyarakat tingkat bawah 
disekitarnya yang tidak terakses oleh bank, di samping itu sebagian 
masyarakat menantikan suatu sistem lembaga keuangan yang sehat dan 
terpercaya melalui sistem lembaga keuangan syariah yang berdasar pada 
Al-Quran dan Hadis. Selain itu juga, hadirnya BMT sebagai alternatif 
bagi yang menginginkan hartanya tidak tercampuri riba, karena pada 
lembaga keuangan syariah tidak terdapat sistem bunga melainkan sistem 
profit sharing (bagi hasil). 
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Selain itu dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan 
syariah BMT mempunyai tujuan yang lebih dalam lagi yaitu untuk 
mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam yang bernilai ibadah dengan asas 
tolong menolong. Dalam penggalan Al-Quran Surat al-Maidah ayat 2 
disebutkan: 
                                      
                              
                         
                                
    
 
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar 
syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan 
bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan 
Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka 
mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah 
menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai 
kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu 
dari Masjidil mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 




Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa sesama manusia 
dianjurkan saling membantu (tolong-menolong) dan dilarang saling 
memeras atau mengesploitasi. Salah satu produk lembaga keuangan 
syariah yang berbasis tabungan adalah deposito yaitu termasuk tabungan 
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Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 142. 



































berjangka. Deposito merupakan salah satu produk investasi berjangka 
yang dikelola berdasarkan prinsip mud{a<rabah (kerja sama antara pemilik 
dana dan pengelola dana), dengan sistem bagi hasil pendapatan sesuai 
dengan kesepakatan dalam akad. Sedangkan akad mud{a<rabah itu sendiri 
yaitu akad kerja sama antara nasabah dan BMT, dimana nasabah akan 
memberikan modal untuk usaha, sementara BMT menjadi pihak 
penyelenggara atau yang melakukan investasi atau usaha. 
Dengan berbekal itu semua, Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang sebagai lembaga non bank juga 
menyediakan berbagai macam produk yakni funding (penghimpunan 
dana) dan landing (penyaluran dana). Salah satu adalah produk tabungan 
mud{a<rabah (MDA) berjangka. Produk ini sebagai salah satu sarana untuk 
memfasilitasi anggota menabung dengan menggunakan akad mud{a<rabah 
(MDA) bisa diambil dalam waktu tertentu yang sudah disetujui para 
pihak, misalkan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 
36 bulan dengan bagi hasil yang diserahkan di awal setelah akad. 
Dalam proses mekanismenya pembagian bagi hasil mud{a<rabah 
(MDA) berjangka tersebut nisbahnya berupa voucher belanja yang 
diserahkan di awal setelah akad padahal belum diketahui untung atau 
ruginya dalam kerja sama ini, sedangkan dalam bagi hasil ada untung dan 
ruginya. dan kenapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang memberikan bagi hasil di awal setelah akad. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik 



































untuk membahas permasalahan yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah 
topik penelitian ilmiah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap 
Tabungan Mud{a<rabah (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang”. Kemudian dari judul 
tersebut dikaji dan dianalisis berdasarkan Hukum Islam. 
 
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-
kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan 
mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang diduga 
sebagai masalah.
5
 Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang 
telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah 
sebagai berikut: 
1. Gambaran umum BMT-UGT Sidogiri. 
2. Macam-macam pembiayaan BMT-UGT Sidogiri 
3. Prosedur Tabungan mud{a<rabah Berjangka. 
4. Nisbah yang diserahkan diawal setelah akad. 
5. Aplikasi tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka di Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
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6. Tinjauan Hukum Islam terhadap tabungan mud{ara<bah (MDA) 
berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang. 
Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan membatasi 
masalah yang akan dikaji sebagai berikut: 
1. Aplikasi tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka di Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tabungan mud{a<rabah (MDA) 
berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang. 
 
C. Rumusan Masalah 
Melalui latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan 
masalah tersebut diatas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji 
dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
1. Bagaimana aplikasi tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka di 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tabungan mud{a<rabah 
(MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT 
Sidogiri Cabang Sepanjang? 
 



































D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan 
gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian 
sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan atau duplikasi 
dari kajian atau penelitian tersebut namun penulis melengkapi penelitian 
sebelumnya. Dari referensi yang penulis telusuri penelitian ini belum 
ditemukan ada yang meneliti. Akan tetapi penulis menemukan beberapa 
penelitian tentang tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka yang 
diantaranya: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Lina Rohmawati masalah yang dibahas adalah 
“Analisis hukum Islam dan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/2000 
terhadap simpanan akad tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka di 
BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang”. Hasilnya bahwa praktik yang 
ada di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepanjang adalah fasid atau rusak 
sebab akad tersebut tidak memenuhi rukun yaitu pembagian 
keuntungan dan syarat-syarat yaitu shi>gah (ijab dan qabul) dan dalam 




2. Penelitian yang ditulis oleh  Trisma Helni, masalah yang dibahas 
adalah “Implementasi simpanan mud{a<rabah berjangka (deposito) pada 
BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru Menurut 
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 Lina Rohmawati, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap 
Simpanan Akad Tabungan Mud}ara>bah (MDA) Berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem 
Sepanjang” (Skripsi—UIN  Sunan Ampel Surabaya, 2017). 



































Fatwa Dsn No: 03/DSN/MUI/IV/2000”. Hasilnya bahwa implementasi 
simpanan mud{a<rabah berjangka (deposito) menggunakan akad 
mud{a<rabah mut{laqah. Dampak yang ditimbulkan dari implementasi 
simpanan mud{a<rabah berjangka (deposito) bagi BMT adalah 
berpengaruh terhadap pendapatan, dan berpengaruh terhadap 
penyaluran pembiayaan, sedangkan bagi nasabah belum memberikan 
kepuasan dan belum menarik minat nasabah. Implementasi fatwa dsn 
No: 03/DSN-MUI/IV/2000 pada simpanan mud{a<rabah berjangka 
(deposito) di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri telah sesuai 
fatwa dsn No: 03/DSN-MUI/IV/2000 dan prinsip syariah.
7
 
3. Penelitian yang ditulis oleh Dewi Anjasmoro Nurbani Afifi masalah 
yang dibahas adalah“Penentuan nisbah bagi hasil pada akad mud{a<rabah 
deposito plus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Perspektif 
teori nisbah Wahbah Zuhaili”. Hasilnya bahwa aplikasi akad 
mud{a<rabah mut{laqah pada deposito plus adalah sesuai syariah dengan 
tidak mengurangi rukun dan syaratnya walaupun dalam pelaksanaan 
deposito plus tersebut menggunakan tiga akad yaitu mud{a<rabah 
mut{laqah  untuk deposito, akad kafalah bil ujrah untuk pembukaan 
SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negri) dana akad hawalah 
untuk pembayaran ke dealer. Formula atau metode penentuan atau 
penetapan nisbah bagi hasil deposito plus Bank Muamalat Indonesia 
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Trisma Helni, “Implementasi Simpanan Mud{ara>bah Berjangka (deposito) pada BMT Usaha 
Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Pekanbaru menurut Fatwa Dsn No: 03/DSN/MUI/IV/2000” 
(Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014). 



































cabang Malang yang digunakan adalah penentuan dengan cara 
karakteristik Nisbah hutang terhadap modal bersih dan penetapan 
dengan cara histori tiga bulan sebelumnya sebagai patokan. Kaitannya 
dengan hukum Islam adalah sesuai selanjutnya kaitannya dengan 




Dalam berbagai uraian judul skripsi dan tulisan-tulisan 
sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini berbeda dari yang 
pernah ada. Dalam penelitian ini fokus dan mengkaji tentang aplikasi 
mud{a<rabah (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-
UGT Sidogiri Cabang Sepanjang dan tinjauan hukum Islam terhadap 
aplikasi tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka di Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. Dengan 
menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif, 
yaitu menjelaskan atau menguraikan teori mud{a<rabah berdasarkan hukum 
Islam untuk kemudian diverifikasi dengan hasil penelitian. Dengan 
demikian, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan 
duplikasi atau pengulangan dari peneliti terdahulu. 
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 Dewi Anjasmoro Nurbani Afifi, “Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Akad Mudharabah 
Deposito plus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Perspektif Teori Nisbah Wahbah 
Zuhaili” (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013). 



































E. Tujuan Penelitian 
Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui aplikasi tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka di 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tabungan 
mud{a<rabah (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Kegunaan penelitian yang diharapkan penulis yakni agar 
bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut: 
1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan wawasan mengenai produk perbankan syariah, 
khususnya dalam melaksanakan praktik tabungan mud{a<rabah (MDA) 
berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang. 
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi 
masyarakat luas yang ingin ikut serta mendaftar tabungan mud{a<rabah 
(MDA) berjangka. Serta sebagai bahan pertimbangan agar lebih 
selektif dalam memilih akad pembiayaan. Bagi Koperasi Jasa 



































Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang sebagai 
bahan evaluasi dan acuan untuk lebih meningkatkan kualitas 
pelayanan. 
 
G. Definisi Operasional 
Penelitian ini berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap tabungan 
mud{a<rabah (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-
UGT Sidogiri Cabang Sepanjang”. Untuk mendapatkan gambaran yang 
lebih jelas mengenai pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis 
tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut: 
1. Hukum Islam: Seperangkat aturan yang bersumber dari al-Quran, hadis 
dan pendapat ahli hukum Islam mengenai akad mud{a<rabah.9 
2. Tabungan mud{ara>bah (MDA) berjangka: tabungan berjangka yang 
setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.
10
 
Tabungan MDA berjangka tersebut merupakan salah satu produk 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri diakad 
berdasarkan prinsip syariah mud{ara>bah musytara>kah dengan nisbah 
yang telah ditentukan dan diserahkan diawal setelah akad. 
3. BMT-UGT Sidogiri: Lembaga keuangan syariah non bank milik 
Pondok Pesantren Sidogiri yang telah menyebar di seluruh Indonesia. 
Seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
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 Pengertian Hukum Islam, dalam https://kbbi.web.id/hukum.html, diakses pada 10 Mei 2018. 
10
BMT-UGT Sidogiri, dalam http://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000013. html, diakses 
pada 10 Mei 2018. 



































Sepanjang yang berada di Jl. Ngelom Rolak, Wonocolo, Taman, 
Kabupaten Sidoarjo. 
Jadi yang dimaksud dalam judul penulis adalah menganalisis 
aplikasi tabungan mud{a<rabah berjangka di Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang dimana bagi hasil 
diserahkan di awal setelah akad dengan menggunakan analisis hukum 
Islam. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang dilakukan 
berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan 
pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif 
memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa 
tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. 
1. Data yang Dikumpulkan 
Data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan rumusan 
masalah pada penelitian ini yaitu data yang terkait dengan aplikasi 
tabungan mud{ara>bah (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
 
 



































2. Sumber Data 
Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari subjek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder 
adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari 
objek penelitian yang bersifat publik.
11
 
a. Sumber data primer yang meliputi: 
1. Data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan 
karyawan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang. 
2. Data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan 
pihak nasabah yang mengajukan tabungan mud{a<rabah (MDA) 
berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT 
Sidogiri Cabang Sepanjang. 
b. Sumber data sekunder yang meliputi: 
1) Nurul Huda, dkk,  Baitul Mal Wa Tamwil, Jakarta: Amzah, 
2016 
2) Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 
2004 
3) Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari teori ke 
praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001 
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Wahyu Purhantara, Metode Peneltian Kualitatif Untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 
79. 



































4) Widiyanto bin Mislan, dkk, BMT Praktik dan Kasus, Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2016 
5) Dan data pendukung lainnya baik jurnal, skripsi maupun artikel 
yang berkaitan dengan hukum Islam dan mud{ara>bah. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya 
adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi: 
a. Observasi 
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 
sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis 
untuk kemudian dilakukan pencatatan. Kegiatan yang dilakukan 
penulis melalui penglihatan dan pendengaran secara langsung dan 





Wawancara ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 
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 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek(Jakarta: PT. Rineke Cipta, 
2004), 39. 
13
Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Renika Ilmu, cet.I, 2004), 39. 




































Teknik pengumpulan data untuk sumber sekunder yaitu diperoleh 
dari literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan 
dengan penelitian yaitu tentang mud{a<rabah. 
4. Teknik Pengolahan Data 
Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-
sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 
dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi 
yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, 
keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
14
 
Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-
data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan untuk 
mengetahui tingkat kelengkapan data/informasi yang dilakukan. 
b. Organizing yaitu kegiatan pengelompokkan data yang dilakukan 
memilih atau mengklasifikasikan data sesuai dengan arah fokus 
penelitian dalam lembar klasifikasi data tersendiri. Hal ini untuk 
memudahkan peneliti dalam menggunakan analisis data sesuai 
dengan fokus dalam penelitian ini. 
c. Analyzing yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 
editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-
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 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153. 







































5. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yang dilakukan oleh 
peneliti adalah menganalisis data, teknik yang digunakan dalam 
menganalisis data menggunakan deskriptif analisis dengan 
mengedepankan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil 
penelitian diawali teori atau dalil yang bersifat umum. Metode 
deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/objek penelitian 
(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang 
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
16
 
Peneliti mendeskripsikan berdasarkan variabel-variabel yang 
diteliti. dan dalam hal ini peneliti mendeskripsikan tentang aplikasi 
tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. Setelah itu penulis mulai 
memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui 








 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Bandung: Media Press, 1999), 23. 



































I. Sistematika Pembahasan 
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan 
penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika 
penulisan dengan adanya beberapa bab yang terbagi menjadi lima bab 
yaitu: 
Bab satu pendahuluan, merupakan bagian awal dari sebuah laporan 
penelitian yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika 
pembahasan. 
Bab kedua memuat tentang landasan teori, dalam bab ini memuat 
teori mud{a<rabah dalam hukum Islam yang di dalamnya membahas 
pengertian mud{a<rabah, dasar hukum mud{a<rabah, hikmah disyariatkan 
mud{a<rabah, rukun mud{a<rabah, syarat mud{a<rabah, jenis-jenis mud{a<rabah, 
ketentuan-ketentuan mud{a<rabah,  pembatalan mud{a<rabah.  
Bab tiga penyajian data, penulis akan memaparkan sekaligus 
menguraikan tentang aplikasi tabungan mud{a<rabah (MDA) terhadap 
tabungan berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT 
Sidogiri Cabang Sepanjang. Pada bab ini, penulis akan memaparkan 
sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan 
sekilas tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang, visi dan misi, produk-produk yang ada di Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang serta 



































gambaran mengenai produk tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka dan 
praktek akad mud{a<rabah yang meliputi latar belakang tabungan 
berjangka, dasar hukum tabungan berjangka, syarat dan ketentuan 
tabungan berjangka, alur tabungan berjangka serta ilustrasi tabungan 
berjangka dan aplikasi pada tabungan berjangka di Koperasi  Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
Selanjutnya bab empat, bagian yang memuat tinjauan hukum 
Islam terhadap tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka  kemudian 
dideskripsikan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti yaitu: 
pertama, analisis aplikasi pada tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka di 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang, 
kedua, tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi tabungan mud{a<rabah 
(MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang. 
Bab kelima skripsi ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi 
kesimpulan dan saran. 




































TINJAUAN UMUM MUD{A<RABAH DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Mud{a<rabah 
Menurut bahasa, mud{a<rabah diambil dari kalimat d{araba> fil ard{. 
Artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Mud{a<rabah 
dinamakan pula dengan qirad{ yang berasal dari kata al-qardh. Artinya, 
potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk 
diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Demikian 
dijelaskan Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh as-Sunnah.1 
Mud{a<rabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak jaman 
Rasulullah Saw. sejak jaman jahiliah/sebelum Islam. dan Islam 
menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab 
ada tiga istilah yang digunakan  untuk bentuk organisasi bisnis ini: Qirad{, 
muqarad{ah, mud{a<rabah. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip. 
Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam 
Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah 
mud{a<rabah, sebaliknya Imam Malik dan Syafi’i menggunakan istilah 
qirad{ atau muqarad{ah, mengikuti kebiasaan di Hijaz.2 
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Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah Juz 3(Libanon, Dar al-Fikr, 1980), 212. 
2
Hisranuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesiai (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 14. 



































Secara etimologis mud{a<rabah mempunyai arti berjalan diatas bumi 
yang biasa dinamakan bepergian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 
dalam QS. An-Nisaa’ 4: 101: 
 َْنا ْمُتْفِخ ْنِا . ِةوَل َّصلا َنِماْوُرُصْق َت َْنا ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَل َف ِضْرَْلْا ِفِ ْمُت َْبرَضاَذِاَو
 َنِتْفَّ ياًن ْ يِب ُّماِّوُدَع ْمُكَلاْو ُناَك َنِْيرِفَكْلا َّنِا . اْوُرَفَك َنْيِذَّلا ُمُك  
Artinya: ‚Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah 
mengapa kamu meng-qhasar shalat.‛3 
Secara terminologis mud{a<rabah berarti sejumlah uang yang 
diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila 
mendapat keuntungan maka dibagi dua yaitu, untuk pihak pemilik modal 
(s}a>h}ib al-ma>l) dan pengguna dana (mud{a>rib) dengan persentase atau 
jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian 
maka ditanggung oleh pemilik modal.
4
 
Wahbah al-Zuh{aili> dalam kitab al-Fiq al-Islami> wa Adillatuh 
menyebutkan bahwa mud{a<rabah secara bahasa berasal dari kata ضرق 
berarti عطقلا (potongan), maksudnya pemilik harta memotong sebagian 
hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai 
modal usaha. Mud{a<rabah juga terambil dari kata ةضراقملا yang berarti 
persamaan, yaitu adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan.
5
 
Dalam membahas pengertian mud{a<rabah menurut istilah, akan 
dikemukakan beberapa pendapat para ulama, di antaranya: 
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Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 195. 
4
Imam Mustofa, Fiqh Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 150. 
5
Ibid. 



































1. Menurut Hana>fiyah, mud{a<rabah adalah memandang tujuan dua pihak 
yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta 
diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta 
itu. Maka mud{a<rabah ialah: 
 ِرَخْلْا َنِم ٍلَمَعَو ِْيْ َِبنَاْلْاِدَحَا ْنِم ٍلَابِ ِحْبّْرلا ِفِ ِةَْكر ّْشلا ىَلَعٌدْقُع 
Artinya: ‚Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak 
lain pemilik jasa.‛6 
 
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mud{a<rabah ialah: 
 ِنْيَدْق َّ نلا ِصْوُصُبَِرِجَّت َي َْنا ىَلَع ِِهْيَْغِل ِلاَمْلا ّْبَر ْنِمَرَداَص ٍلْيِْكو َتُدْقُع ِبَىَذَّلا(
)ِةَّضِفْلاَو 
Artinya: ‚Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan 
hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan 
pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)‛7 
 
3. Ulama Hana>bilah berpendapat bahwa mud{a<rabah ialah: 
 ْنَم َلَِإ ِوِلام ْنِماَن َّ يَعُمًارْدَق ِلاَمْلا ُبِحاَص َعَفْدَي ْنَأ ٌَةراَبِع ٍعاَشُمٍءْزُِبِ ِوْيُِفرِجَّت َي
 ِو ِْبْر ْنِم ٍمْوُلْعَم 
Artinya: ‚Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran 
tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari 
keuntungan yang diketahui.‛8 
 
4. Ulama Sha>fi’iyah berpendapat bahwa mud{a<rabah ialah: 
 ِوْيِفَرِجَّتَِيًللْاَمَرَخِلْ ًصْخَش َعَفَْدي َّنَأ ىِضَتْق َيٌدْقَع 
Artinya: ‚Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya 
kepada yang lain untuk ditija<rahkan.‛9 
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5. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa 
mud{a<rabah ialah: 
 ًكَر َتْشُم ُحْبَّرلاَو ِوْيِفَرِجَّتَِيًللْاَم ٍصْخَش َلَِإ َعَفْدَّي ْنَأ 
Artinya: ‚Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk 
ditija<rahkan dan keuntungan bersama-sama.‛10 
 
6. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat 
bahwa mud{a<rabah ialah: 
 ََةباَي ّْ نلا ُلَبْق َياَمْيِف ِِهرَخَا َلَِإ َُهرَْمأ ٍصْخَش ُضْيِوْف َت 
Artinya: ‚Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan 
didalamnya diterima penggantian.‛11 
 
7. Menurut Sayid Sabiq mud{a<rabah adalah Akad yang terjadi antara dua 
orang, salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk 




8. Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan pendapat para fuqaha tentang 
mud{a<rabah, yakni: 
Menurut para fuqaha, mud{a<rabah adalah aqad antara dua orang yang 
mengandung unsur salah seorang menyerahkan harta yang dimilikinya 
kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan menyebutkan bagian 






Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 205. 



































tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga, dan sebagainya dengan 
syarat yang telah ditentukan.
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9. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan mud{a<rabah, yaitu pemilik harta 
menyerahkan harta kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan 
laba berserikat antara keduanya sesuai dengan perjanjian.
14
 
10. Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES) disebutkan bahwa mud{a<rabah adalah kerja sama antara 
pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk 
melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan 
nisbah. 
Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa mud{a<rabah 
adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau 
bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak 
lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang 
menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali 
kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. 
Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi 




                                                          
13
Abdurrahman al-Jaziri, Kitab Fiqh Ala Mazahib al-Arba’ah, Juz 3 (Mesir: Rihayatul Kubra, 
1970), 34. 
14
Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah..., 206. 



































B. Dasar Hukum Mud{a<rabah 
Mud{a<rabah mempunyai landasan dari Al-Quran, hadis, ijma’ dan 
qiyas. 
a. Landasan dari Al-Quran adalah sebagai berikut: 
1) Firman Allah SWT dalam surat Al-Muzammil ayat 20: 
 َنْو ُِبرْضَي َنْوُرَخَاَو  ِفِ  ِوَّللا ِلْضَف ْنِم َنْوُغ َتْب َي ِضْرَْلْا  
Artinya: ‚...berkeliaran di muka bumi mencari karunia Allah‛15 
2) Firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu’ah ayat 10: 
  َوَّللااوُرُْكذاَو ِوَّللا ِلْضَف ْنِماْوُغ َت ْباَو ِضْرَْلْا فِاْوُرِشَت ْنَافُةوَلَّصلا ِتَيِضُقاَذَِاف
 َك ْوُحِلْف ُت ْمُكَّلَعَّلًار ْ يِث َن  
Artinya: ‚Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah 
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 
ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu 
beruntung‛16 
 
3) Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 198: 
 ْمُكَّبَر ْنِمًلاْضَف اوُغ َتْب َت ْنَأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسَْيل 
Artinya: ‚Boleh bagimu mencari karunia Allah‛17 
 
b. Landasan dari hadis antara lain adalah sebagai berikut: 
1) Hadis riwayat Imam Baihaqi> dari Ibnu ‘Abbas: 
 َطَر َتْشا ًَةبَراَضُمًلْاَم َعَفَداَذِإ ِبِلَّطُمْلاِدْبَع ُنْب ُساَّبَعْلا َناَك : َلَاق ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع
 ٍةَبْطَرٍدِبَك َتاَذ ِِوب َىَِتَْشََيلَْوًايِداَو ِِوب َِلزْن ََيلَْو ًارَْبْ ِوِب َكُلْسََيلْ ْنَأ ِوِبِحاَص ىَلَع
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 َف ٌنِماَض َوُه َف َلَع َف ْنَِإف ِوَّللا ِلوُسر َلَِإ ُُوطْرَش َعُِفر– ملسو ويلع وّللا ىلَص–
 ُهَزاَجََأف18  
Artinya: ‚Dari Ibnu Abba>s, bahwa Abbas bin Abdul Muththalib 
jika memberikan dana ke mitra usahanya secara 
mud{a<rabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa 
mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, 
atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, 
maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana 
tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada 
Rasulullah Saw, dan Rasulullah Saw pun 
membolehkannya.‛ 
 
2) Hadis riwayat Ibnu Ma>jah 
 ِنَْحَّْرلاِدْبَع ْنَع  ِنْب  ِوَّللا ُلْوُسَر َلَاق َلَاق ِوِْيَبأ ْنَع ٍبْيَهُص ِنْب ِحِلاَص ْنَعَدُواَد–
ملسو ويلع وَّللا ىلص-  ُطَلاْخِإَو ُةَضَراَقُمْلاَو ٍلَجَأ َلَِإ ُعْي َبْلا ُةََكر َبْلا َّنِهْيِف ٌثَلاَث
 ِْلِلْيِْع َّشل ِابَّر ُبْلا ِعْي َبِْلَللْ ِتْي َب
19  
Artinya: ‚Dari Shuhaib, ra: ‚Bahwasannya Rasulullah SAW 
bersabda: ‚Ada tiga hal yang di dalamnya berisi berkah, 
yaitu: ‚jual beli dengan kontan, menyerahkan 
permodalan dan mencampur gandum dengan  sya’ir 
untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual‛. 
 
c. Mud{a<rabah juga disyariatkan berdasarkan ijma’ sahabat. Ulama juga 
tidak ada yang mengingkari mengenai diperbolehkan mud{a<rabah, 
dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan: 
 فِ َِةبَراَضُمْلا ِزاَوَج ىَلَع ِمْلِعْلا ُلَْىأ َعَْجَْأَو ِةَلْمُْلْا
20  
Artinya: ‚Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya mud{a<rabah‛ 
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 َْيْ َب َساَنلا َّنَلأ ،اَه ْ َيِلإ ِساَّنلا ةَجَاِلِِةَاقاَسَ
لما ىَلَع ُتْسَيِق َةبَراَضُمْلَاف :ُساَيِقلاا ََّمأَو
 ُوَل ُنْوُكَي ْدَق ُناَسْنِلإاَو ،َر ْ يِقَفو َِنَِغ ِفّّرَصَِتلا ِوَجَْوأ َلَِإ يِدَتْه َيِلْ ُوَّنِكَل ، ًلْاَم
 ِعِْيرْشَّت فِ َناَكَف ،ِتَاِفرْصَتلا فِ ُدَتْهُم ُوَّنِكَل ،ُوَل َلاَمَلْ ْنَم َكاَنُىو ،ِِوب َُةراَجِتلاو
 َلِْإِدوُقُعْلا َُعرَشاَم َلَاَع َت ُوَّللاَو ، َْيِْتَجاَحلْل ِقْيِقَْتَ ُدْقَعْلااَذَى ُعَفَدوِداَبِعلا ِحِلاَصَمْل
 ُمِهِجِئاَوَح 
Artinya: ‚Sedangkan dalil qiyas adalah bahwa mud{a<rabah dapat 
diqiyaskan pada akad musyaqah (akad memelihara 
tanaman). Karena pertimbangan kebutuhan masyarakat 
kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan yang 
miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, 
tetapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan 
membisniskannya. Ada pula manusia yang tidak memeliki 
harta, tetapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena 
itu, akad mud{a<rabah ini dibolehkan secara syara’ untuk 
memenuhi kebutuhan kedua. Allah tidak mensyariatkan 
akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan 
memenuhi kebutuhan hamba-hambaNya‛.21 
 
C. Hikmah disyariatkannya Mud{a<rabah 
Mud{a<rabah disyariatkan dan dibolehkan Islam untuk 
mempermudah manusia. Sebab, kadang sebagian orang punya modal tapi 
tidak bisa mengembangkan modal yang ada, sementara yang lain tidak 
punya modal tapi memiliki kemampuan untuk mengembangkan harta. 
Karena itu, Allah SWT membolehkan muamalah ini agar masing masing 
dari keduanya saling mendapat manfaat.
22
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Hikmah disyariatkannya mud{a<rabah ini adalah mempermudah 
manusia dalam bekerja sama untuk mengembangkan modal secara suka 
sama suka sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak ada pihak yang dizalimi 
dan dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab. Pihak yang punya 
modal dapat membantu pihak lain yang mempunyai kemampuan dan 
kemauan untuk mengembangkan usaha. Artinya manusia membutuhkan 
akad mud{a<rabah sebagai pegangan untuk menjalankan usaha yang halal. 
Berkaitan dengan ini al-Kasa>ni> mengatakan: 
 ُوَّنِكَل ٌلاَم ُوَل ُنوُكَي ْدَق َناَسْن ِْلإا َّنَِلأ ،َِةبَراَضُمْلاِدْقَع َلَإ َنوُجاَتَْيَ َساَّنلا َّنَأ...."
 َلَإ يِدَتْه َيْدَقَو ،َِةراَجَّتلا لَإ ي ِدَتْه َيَلْ ِْعرَش فِ َناَكَف ،ُوَل َلاَمَلْ ُوَّنِكَل َِةراَجَّتلا
 ْمِهِجِئاَوَح ِعْفَدَوِداَبِعْلا ِحِلاَصَمِل َّلْإَدوُقُعْلا ََعرَشاَم َلَاَع َت ُوَّلَلاَو ، ِْيْ َتَجَاْلِا ُعْفَدِدْقَعْلااَذَى 
Artinya: ‚... Manusia membutuhkan akad mud{a<rabah, karena terkadang 
ada orang yang mempunyai modal, akan tetapi tidak mempunyai 
keterampilan berdagang, sementara ada yang mempunyai 
keterampilan berdagang tidak mempunyai modal. Maka dalam 
mud{a<rabah keduanya bisa bersinergi untuk memenuhi kebutuhan 
mereka. Allah tidak mensyariatkan akad (mud{a<rabah) kecuali 
untuk menciptakan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan 
hamba-Nya.‛23 
 
D. Rukun Mud{a<rabah 
Menurut ulama Syafi’iyah, rukun qirad{ atau mud{a<rabah ada enam 
yaitu: 
1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik 
barang. 
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3. Akad mud{a<rabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. 
4. Ma>l, yaitu harta pokok atau modal. 
5. Al-‘ama<l, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan 
laba. 
6. Keuntungan. 
Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa: 
a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari 
jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya 
keuntungannya setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini 
perhitungan harus dilakukan secara cermat. 
b. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam 
jumlah nominal, karena jika ditentukan demikian berarti s}a>h}ib al-
ma>l telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum 
jelas untung dan ruginya dan ini akan membawa kepada riba. 
c. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 
60:40%, 50:50% dan seterusnya. Penentuan persentase tidak harus 
terikat pada bilangan tertentu. Artinya jika nisbah bagi hasil tidak 
ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami 
bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama, karena aturan 
umum dalam perhitungan adalah kesamaan.
24
 
Menurut Sayid Sabiq, rukun mud{a<rabah adalah i>jab dan qabu>l 
yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Menurut mayoritas ulama, 
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rukun mud{a<rabah itu ada tiga yaitu pelaku akad (pemilik modal dan 




Menurut Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun akad 
terdiri atas: 
a. Pihak-pihak yang berakad; 
b. Obyek akad; 
c. Tujuan pokok akad; dan 
d. Kesepakatan. 
 
E. Syarat Mud{a<rabah 
Mud{a<rabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat 
pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, 
syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak 
yang berakad, pemilik modal (s{ah{ib al-ma>l) dan pengelola modal 
(mud{a>rib) harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal dan baligh. 
Dalam akad mud{a<rabah kedua belah pihak yang berakad tidak 
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Kedua, syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut: 
a. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. 
Menurut mayoritas ulama modal dalam mud{a<rabah tidak boleh berupa 
barang, baik bergerak maupun tidak. 
b. Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan 
berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal 
merupakan syarat sah mud{a<rabah. 
c. Modal harus berupa uang cash, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, 
maka mud{a<rabah dengan modal berupa tanggungan utang pengelola 
modal kepada pemilik modal. 
d. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad mud{a<rabah. 
e. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola 
usaha (mud{a>rib), bila modal tidak diserahkan maka akad mud{a<rabah 
rusak. 
Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad 
mud{a<rabah adalah sebagai berikut: 
1. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil 
antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam 
mud{ara>bah yang menjadi ma’qu>d alaih atau objek akad adalah laba 
atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas 
maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 
60:40, 65:35 dan seterusnya. 



































2. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan 
juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya 
dari keuntungan, tidak termasuk modal. 
3. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah 
modal yang diberikan s{a>h{ibul ma>l. Perhitungan bagi hasil harus 
berdasarkan keuntungan yang didapat. 
4. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, 
misalnya Rp. 1.000.000, Rp. 5.000.000 dan seterusnya. Karena 
keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui 
jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan 
persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu. 
Berkaitan dengan hal ini Ibnu Mundzir mengatakan: 
 َطَرَشاَذإ ِضاَرِقْلا ِلَاطْبإ ىَلَع ِمْلِعْلا ِلْىَأ ْنِم ُوْنَع ُظَفَْنَ ْنِم ُّلُك َعَْجَْأ
 ِوِسْف َِنلَاُهَُلاِْكوَأَاُهُُدَحَأ ًةَموُلْعَم َمِىَارَد  
Artinya: ‚Ahli ilmu (ulama) bersepakat bahwa apabila salah satu 
pihak atau para pihak yang terlibat dalam mud{a<rabah 
mensyaratkan keuntungan dalam jumlah nominal tertentu, 
maka mud{a<rabah semacam ini batal.‛ 
 
Menurut Pasal 187 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 
syarat mud{ara>bah yaitu sebagai berikut: 
1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang 
berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. 
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. 
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam 
akad. 



































F. Jenis-jenis Mud{a<rabah 
Mud{a<rabah diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu 
mud{a<rabah mut{laqah, mud{a<rabah muqayyadah, dan mud{a<rabah 
musytarakah. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis mud{a<rabah. 
1. Mud{a<rabah mut{laqah 
Mud{a<rabah mut{laqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak 
yaitu s{ah{ib al-ma>l dan mud{a>rib, yang mana s{ah{ib al-ma>l menyerahkan 
sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mud{a>rib untuk 
mengelola usaha hanya sesuai dengan prinsip syariah. S{ah{ib al-ma>l 
tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, 
strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. S{ah{ib al-
ma>l memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mud{a>rib 




2. Mud{a<rabah muqayyadah 
Dalam akad mud{a<rabah muqayyadah pemilik modal sudah 
menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh 
karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan 
dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu 
dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah 
ditentukan oleh pemilik modal.
27
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3. Mud{a<rabah musytara>kah adalah mud{a<rabah dimana pengelola dana 
menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal 
kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mud{a<rabah dengan 
modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha 
dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. 
Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. 
Jenis mud{a<rabah ini disebut mud{a<rabah musytara>kah merupakan 
perpaduan antara akad mud{a<rabah dan musyarakah.28 
 
G. Ketentuan-ketentuan dalam Mud{a<rabah 
Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh 
masing-masing pihak yang melaksanakan akad mud{a<rabah, ketentuan 
tersebut adalah sebagai berikut:
29
 
1. Pada akad mud{a<rabah mut{laqah, pengelola modal (mud{a>rib) tidak 
diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari 
ketentuan syara’. 
2. Pada akad mud{a<rabah muqayyadah, pengelola modal (mud{a>rib) dalam 
pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang 
telah ditentukan bersama dengan pemilik modal. 
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3. Bagi pengelola modal (mud{a>rib) tidak diperbolehkan mengambil atau 
berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain 
tanpa seizin pemilik modal. 
4. Bagi pengelola modal (mud{a>rib) tidak diperbolehkan membeli 
komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang 
telah disediakan. 
5. Bagi pengelola modal (mud{a>rib) tidak diperbolehkan mengalihkan 
modal kepada orang lain dengan akad mud{a<rabah, atau dengan kata 
lain mengoper modal untuk akad mud{a<rabah. 
6. Bagi pengelola modal (mud{a>rib) tidak diperbolehkan mencampur 
modal dengan harta miliknya. 
7. Pengelola modal (mud{a>rib) hendaknya melaksanakan usaha 
sebagaimana mestinya. 
Selain ketentuan di atas, ada ketentuan tentang hak bagi pengelola 
modal. Pengelola modal (mud{a>rib) mempunyai hak nafkah selama 
menjalankan modal. Hanya saja, dalam hal ini ada perbedaan pendapat 
dikalangan ulama mengenai batasan nafkah tersebut. Menurut Ima>m 
Sya>fi’i, pengelola modal tidak mempunyai hak nafkah dalam menjalankan 
modal atau usaha. Karena ia akan mendapatkan bagi hasil dari usaha yang 
dijalankan. Apabila pengelola modal meminta biaya hidup (living cost) 
saat akad, maka akad mud{a<rabah menjadi rusak.  
Sementara Ibra>hi>m al-Nakha>’i> dan H{asan al-Bas{ri> berpendapat 
bahwa pengelola modal berhak atas nafkah atau biaya hidup, baik saat 



































bepergian menjalankan usaha maupun saat di rumah. Menurut mayoritas 
ulama termasuk Abu> H{ani>fah, Imam Ma>lik dan kalangan Zaidiyah, 
pengelola modal berhak mendapatkan nafkah (living cost) saat 
menjalankan usahanya, termasuk tempat tinggal, makan dan keperluan 
lainnya. Hanya saja ia tidak berhak atas nafkah tersebut saat di rumah 
atau sedang tidak menjalankan usaha. Biaya nafkah tersebut bisa diambil 
dari modal maupun dari keuntungan. Sementara menurut kalangan 
H{anabilah pengelola modal diperbolehkan mensyaratkan adanya nafkah 




Ketentuan mud{a<rabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES) tercantum dalam Pasal 194-210. 
Pasal 194: 
(1) Status benda yang berada ditangan mudharib yang diterima dari 
shahib al-mal, adalah modal 
(2) Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam 
menggunakan modal yang diterimanya. 
(3) Keuntungan yang dihasilkan dari mudharabah, menjadi milik bersama. 
Pasal 195: 
(1) Mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya 
kembali untuk memperoleh untung. 
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(2) Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik 
dengan tunai maupun cicilan. 
(3) Mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan 
pengalihan piutang. 
(4) Mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak 
biasa dilakukan oleh para pedagang. 
Pasal 196: 
Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/atau 
meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik 
modal. 
Pasal 197: 
(1) Mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak 
sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah 
disepakati dalam akad mudharabah. 
(2) Mudharib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerja 
sama dengan sistem syariah. 
(3) Mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli 
barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 
Pasal 198: 
(1) Mudharib berhak atas keuntungan sebagian imbalan pekerjaannya 
yang disepakati dalam akad. 
(2) Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang 
dilakukannya rugi. 




































(1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang 
disepakati dalam akad. 
(2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha 
yang dilakukan oleh mudharib merugi. 
Pasal 200: 
Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta 
kerja sama dalam melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi 
kebiasaan di kalangan pelaku usaha. 
Pasal 201: 
Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta 
mudharabah apabila mendapatkan izin dari pemilik modal dalam 
melakukan usaha-usaha tertentu. 
Pasal 202: 
Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahib al-
mal dan mudharib, dibagi secara proposional atau atas dasar kesepakatan 
semua pihak. 
Pasal 203: 
Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka 








































Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. 
Pasal 205: 
Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/atau 
kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang 
diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah 
ditentukan dalam akad. 
Pasal 206: 
Akad mudharabah selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati 
dalam akad telah berakhir. 
Pasal 207: 
(1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang 
melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah. 
(2) Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada 
mudharib. 
(3) Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada 
pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama 
mudharabah. 
(4) Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharibdapat diselesaikan 
dengan perdamaian/al-shulh dan/atau melalui pengadilan. 
 
 




































Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama 
mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan 
pada pemilik modal. 
Pasal 209: 
Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau 
mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan 
hukum. 
Pasal 210: 
(1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain 
berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia. 
(2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebankan 
pada pemilik modal. 
 
H. Pembatalan Mud{a<rabah 
Akad mud{a<rabah batal karena beberapa hal berikut: 
1. Syarat sah mud{a<rabah tidak lengkap. Apabila salah satu syarat 
mud{a<rabah tidak terpenuhi, sedangkan pihak pekerja sudah menerima 
modal dan telah diniagakan, maka pihak pengelola berhak 
mendapatkan upah, karena segala tindakan yang dilakukannnya 
berdasarkan izin dari pemilik modal dan ia telah melakukan tugas 
yang layak mendapatkan upah. Jika mendapatkan keuntungan, maka 



































keuntungan tersebut untuk pemilik modal dan juga kerugian menjadi 
tanggung jawabnya. Karena pelaksanaan tidak lebih hanya sebagai 
pekerja sewaan yang tidak wajib mempertanggungjawabkannya, 
kecuali ia melakukannya dengan sengaja. 
2. Pihak pekerja melalaikan atau tidak peduli dalam berniaga dan 
menjaga modal, atau melakukan tindakan yang menyalahi tujuan akad 
mud{a<rabah. Pada kondisi tersebut, akad mud{a<rabah menjadi batal dan 




3. Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal. Jumhur 
ulama berpendapat bahwa mud{a<rabah batal, apabila salah seorang 
meninggal dunia, baik pemilik saham maupun pekerja, karena 
perjanjian mud{a<rabah sama dengan perjanjian wakalah(perwakilan) 
yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan. Di 
samping itu, ulama fiqh berpendapat bahwa perjanjian mud{a<rabah 
tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat 
apabila orang yang melakukan perjanjian meninggal dunia, maka 
perjanjian yang sudah disepakati tidak batal, akan tetapi akan 
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4. Apabila pemilik saham murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh 
dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah 
diputuskan oleh hakim atas pebelotannya, menurut Imam Abu 
Hanifah hal itu membatalkan mud{a<rabah sebab bergabung dengan 
musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam 
kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan 
ahli warisnya. Menurut penulis, jika orang yang punya saham murtad 
tetap akad perjanjiannya tidak batal, karena Nabi Muhammad saw. 
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APLIKASI TABUNGAN MUD{A<RABAH (MDA) BERJANGKA DI 
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT-UGT SIDOGIRI CABANG 
SEPANJANG 
 
A. Gambaran umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang 
1. Latar Belakang Berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-
UGT Sidogiri Cabang Sepanjang 
Sejarah berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-
UGT Sidogiri Cabang Sepanjang tidak terlepas dari sejarah 
berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri itu 
sendiri. Keperihatinan para ustadz alumni Sidogiri yang masuk dalam 
pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya praktik riba 
yang terjadi disekitar pondok Sidogiri menjadi kausalitas berdirinya 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri. Praktik riba ini 
terjadi karena tidak adanya lembaga keuangan berlandaskan sistem 
syariah yang dapat meminjamkan modal usaha kepada mereka 
(masyarakat sekitar pondok Sidogiri). Kondisi ini memicu mudahnya 
para rentenir untuk masuk dan mepraktikkan riba.
1
 
Pada 12 rabiul awal H atau 17 Juli 1997 M BMT Sidogiri 
pertama berdiri  dengan nama BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah 
(MMU). Pendirian tersebut berbekal dari rasa prihatin atas maraknya 
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praktik riba dan setelah mendapat izin dari pengasuh Pondok 
Sidogiri, serta berbekal pengalaman mengikuti seminar tentang BMT 
dalam acara perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren 
Sidogiri dibawah asuhan Kyai Zainul Hasan Genggong Probolinggo. 
Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997 
disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha  
dengan Badan Hukum Koperasi Nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.
2
 
Kehadiran BMT ini memperoleh tanggapan positif dari 
masyarakat sekitar pondok. Karena dengan adanya BMT ini 
masyarakat tidak lagi khawatir adanya praktik riba dan masyarakat 
tidak terjerat hutang dari para rentenir. BMT menjadi tempat 
penghimpunan dan penyaluran dana alternatif dengan harapan 
mampu meminimalisir terjadinya praktik riba.  
Koperasi UGT Sidogiri (Baitul Mal wat Tamwil-Usaha 
Gabungan Terpadu) diinisiasi oleh beberapa pengurus BMT-MMU 
dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan 
Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri) yang didalamnya terdapat 
PJGT, Pimpinan Madrasah, Guru, Alumni, dan Partisipan PPS yang 
tersebar di Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 2000 para pengurus 
BMT Sidogiri mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia, yang 
mana daerah tersebut terdapat alumni dari pondok Sidogiri. 
Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan 
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Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Sidogiri cabang Surabaya 
diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Tempat 
kedua bertempat di Jember, dan pengembangan  itu berlanjut hingga 
hari ini. Sehingga Koperasi Jasa Keuangan Syariah  BMT-UGT 
Sidogiri telah membuka cabang sebanyak 176 unit layanan BMT dan 
1 unit layanan transfer. 
Koperasi ini anggotanya tersebar di beberapa wilayah propinsi 
Jawa Timur dan telah berbadan hukum sejak 22 Juli 2000 dengan 
nomor badan hukum: 09/BH/KWK.13/VII/2000 dan telah memulai 
operasinya sejak 5 Rabi’ul Awal 1420 H atau 8 Juni 2000 di 
Surabaya. Kemudian pada bulan September 2000 dibuka cabang 
BMT kedua yang ditempatkan di kota Jember. Simpanan pokok 
anggota koperasi ini ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- koperasi ini 
akan membuka UPK (Cabang Pelayanan Koperasi) dibeberapa 
kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan domisili anggota 
koperasi. Koperasi BMT MMU bermitra dengan koperasi UGT ini 
karena memiliki kesamaan dalam mengelolah usaha BMT atau 
simpan pinjam dan saling mengisi aktiva dan pasiva BMT. 
Pada tanggal 4 Februari 2013 dibukalah Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo 
tepatnya di Jl. Ngelom Rolak No.358 RT.04 RW.04 Taman Sidoarjo. 
Kondisi di wilayah ini tidak jauh beda dengan kondisi awal pendirian 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri, dimana praktik 



































riba marak terjadi. para ustadz pondok sidogiri merasa prihatin  
kepada para pedagang pasar Taman yang begitu ketergantungan pada 
rentenir karena bunga yang harus mereka kembalikan begitu besar, 
sebagian besar para pedagang meminjam pada rentenir untuk modal 
berdagang mereka. Pengembalian bunga yang besar memberikan 
jeratan ekonomi bagi para pedagang, sehingga BMT-UGT didirikan 
sebagai jalan baru bagi para pedagang dan masyarakat.
3
 
Kemudian para ustadz berinisiatif untuk membangun BMT 
disekitar pasar Taman yang bertujuan untuk menolong para pedagang 
agar tidak bergantung pada rentenir dan mereka bisa terhindar dari 
riba. Pihak BMT memutuskan mencari tempat disekitar pasar Taman 
digunakan sebagai kantor, dan tidak membutuhkan waktu yang lama 
dikarenakan pada waktu yang hampir bersamaan ada sebuah rumah 
yang dikontrakkan, tepatnya di Jl. Ngelom Rolak No.358 RT.04 
RW.04 Taman Sidoarjo, dan akhirnya rumah itu dibeli oleh BMT. 
Perombakan rumah menjadi kantor BMT UGT Sidogiri di Sepanjang 
Sidoarjo ini merupakan cabang pembantu, pemakaian nama 
sepanjang yang digunakan BMT karena lokasi kantornya terletak di 
daerah Sepanjang. 
Selain karena alasan tersebut, dibentuknya BMT Sidogiri di 
Sepanjang bermaksud untuk menggalang kerja sama guna membantu 
kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
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umumnya. BMT Sidogiri bertujuan memajukan kesejahteraan 
anggota dan masyarakat serta turut membangun perekonomian 
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang 
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang mulai beroprasi pada tahun 2013 dengan jumlah karyawan 
sebanyak 5 orang dengan klasifikasi tugas sebagai berikut: 
a. Kepala Cabang : Farid Nur C. 
b. Kepala Capem : Abdullah 
c. Teller   : Ahmad Jalaluddin Asyuyuthi 
d. AO (Marketing) : Syaiful Arif, Muamar, dan M. Ali 
Perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT 
Sidogiri Cabang Sepanjang berjalan pesat, terbukti sejak pertama kali 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang dijalankan pada tahun 2013 hingga saat ini sudah memiliki 
jumlah anggota yang cukup banyak yaitu 1700 anggota. 3 tahun 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang berdiri sudah bisa merubah kebiasaan masyarakat sekitar 
yang bergantung kepada rentenir dan mempercayai Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang dalam 
melakukan transaksi perbankan yang sesuai syariah, tidak hanya 
tabungan saja namun ada juga pembiayaan.
4
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2. Visi dan Misi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 
a. Visi 
1. Membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan 
konsep dasar atau landasan yang sesuai syariah Islam. 
2. Menanamkan pemahaman bahwa konsep syariah adalah 
konsep yang mubah, murah dan maslahah. 
b. Misi 
1. Menciptakan Wata’awu ‘Alal Birri Wat Taqwa yaitu tolong 
menolong lewat ekonomi umat. 




3. Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang 
Adapun produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT 
Sidogiri Cabang Sepanjang dan sudah berjalan. 
1. Funding (Penghimpunan Dana) 
a. Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat 
dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota tanpa biaya 
administrasi bulanan. Tabungan diakadkan berdasarkan 
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prinsip syariah mud{a<rabah musyara>kah, dengan nisbah 30% 
anggota : 70% BMT. Setoran awal minimal untuk tabungan 
umum syariah ini Rp. 10.000,- dan setoran berikutnya 
minimal Rp. 1.000,- sedangkan administrasi pembukaan 
tabungannya sebesar Rp. 5.000,- 
b. Tabungan haji, tabungan umum berjangka untuk membantu 
keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Tabungan 
diakad berdasarkan prinsip syariah mud{a<rabah musyara>kah, 
dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT, dapat mengajukan 
dana tabungan haji pada tahun yang direncanakan. Setoran 
awal minimal untuk tabungan haji ini Rp. 500.000 dan 
selanjutnya Rp. 100.000. 
c. Tabungan umrah, tabungan umum berjangka untuk membantu 
keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Tabungan 
umrah diakad berdasarkan prinsip syariah mud{a<rabah 
musyara>kah, dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT, dapat 
mengajukan talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan  
biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku. 
Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- setoran berikutnya 
sesuai perencanaan keberangkatan. Sedangkan keberangkatan 
sesuai jadwal hari travel umrah. Minimal keberangkatan 3 
bulan dan maksimal 36 bulan. Administrasi pembukaan 
tabungan Rp. 150.000. 



































d. Tabungan hari raya idul fitri, tabungan umum berjangka untuk 
membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. 
Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mud{a<rabah 
musyara>kah, dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT. 
Setoran awal minimal Rp. 10.000 setoran selanjutnya minimal 
Rp. 1.000 biaya administrasi Rp. 5.000. sedangkan penarikan 
tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari 
raya idul fitri. 
e. Tabungan pendidikan, tabungan umum berjangka yang 
diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun 
dana tabungan siswa. Tabungan diakad berdasarkan prinsip 
syariah mud{a<rabah musyara>kah, dengan nisbah 40% anggota : 
60% BMT, anggota mendapatkan dana bea siswa untuk siswa 
yang tidak mampu sebesar Rp. 150.000 sesuai kebijakan BMT 
UGT Sidogiri serta gratis biaya administrasi. Setoran awal 
Rp. 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 50.000. 
Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan diakhir tahun 
pelajar, sedangkan pengajuan bea siswa apabila dana 
simpanan mencapai saldo rata-rata Rp. 5.000.000 dengan 
masa simpanan minimal 5 bulan. Pengambilan bea siswa 
diakhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil dengan 
menyerahkan fotocopy KTP/SIM. Untuk formulir pembukaan 
rekening ditandatangani oleh pengurus lembaga QQ ketua dan 



































bendahara dibubuhi stempel. Rekening tabungan atas nama 
ketua/bendahara nama lembaga. 
f. Tabungan kurban, tabungan umum berjangka untuk 
membantu memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah 
kurban dan aqiqah. Tabungan diakad berdasarkan prinsip 
syariah mud{a<rabah musyara>kah, dengan nisbah 40% anggota : 
60% BMT. Setoran awal minimal Rp. 50.000 dan setoran 
berikutnya minimal Rp. 25.000. Saldo setelah pelaksanaan 
aqiqah dan kurban minimal Rp. 50.000. 
g. Tabungan tarbiyah, tabungan umum berjangka untuk 
keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan 
tetap (installment) dan dilengkapi dengan asuransi. Tabungan 
diakad berdasarkan prinsip syariah mud{a<rabah musyara>kah, 
dengan nisbah 25% anggota : 75% BMT. Periode simpanan 1 
tahun s/d 10 tahun sedangkan usia anggota penabung minimal 
17 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo. Untuk 
setoran bulanan minimal Rp. 50.000 s/d Rp. 2.000.000 dengan 
kelipatan 50.000. Jumlah setoran bulanan dan periode 
simpanan tidak bisa dirubah namun dapat dilakukan setoran 
tambahan diluar setoran bulanan. Cover asuransi secara gratis 
dengan syarat memenuhi setoran awal simpanan sesuai 
ketentuan BMT UGT. 



































Memiliki tabungan umum syariah sebagai rekening asal 
(savings account) bila setoran bulanan tidak masuk selama 3 
bulan berturut-turut, maka cover asuransi dihentikan dan dana 
simpanan takzia akan dipindahbukukan ke simpanan umum 
syariah secara otomatis. Menyerahkan foto copy kartu 
identitas (KTP/SIM). Contoh pilih paket setoran perbulan Rp. 
1.000.000, periode kontrak 60 bulan pada bulan ke 30 ternyata 
nasabah meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan 
asuransi pendidikan Rp. 100.000.000 dan pihak asuransi akan 
melanjutkan setoran simpanan bulanannya Rp. 1.000.000 
perbulan yang sisa 30 bulan. 
h. Tabungan berjangka, tabungan berjangka yang setoran dan 
penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan 
ini diakad berdasarkan prinsip syariah mud{a<rabah 
musyara>kah. Dengan nisbah sebagai berikut: 
1. Jangka waktu 1 bulan nisbah 50% anggota : 50% BMT 
2. Jangka waktu 3 bulan nisbah 52% anggota : 48% BMT 
3. Jangka waktu 6 bulan nisbah 55% anggota : 45% BMT 
4. Jangka waktu 9 bulan nisbah 57% anggota : 43% BMT 
5. Jangka waktu 12 bulan nisbah 60% anggota : 40% BMT 
6. Jangka waktu 24 bulan nisbah 70% anggota : 30% BMT 
i. Tabungan MDA berjangka plus, tabungan berjangka khusus 
dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. 



































Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mud{a<rabah 
musyara>kah. Dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT. 
Manfaat dan keuntungannya adalah mendapatkan santunan 
asuransi kesehatan rawat inap rumah sakit Rp. 200.000 
perhari (maksimal 180 hari setahun), rawat ICU Rp. 400.000 
perhari (maksimal 10 hari setahun), santunan biaya operasi 
Rp. 2.000.000 (dalam setahun) dan mendapatkan santunan 
asuransi meninggal dunia dimana santunan meninggal biasa 
Rp. 5.000.000 dan santunan meninggal kecelakaan Rp. 
10.000.000. 
2. Landing (Penyaluran Dana) 
Merupakan suatu kegiatan menyalurkan dana atau 
memberikan pinjaman kepada masyarakat, dana yang tersebut 
berasal dari masyarakat dan menyimpan uang di Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
Adapun produk penyaluran dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang sebagai berikut: 
1. UGT GES (Gadai Emas Syariah) adalah fasilitas pembiayaan 
dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif 
memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang 
digunakan adalah akad rahn bil ujrah. 
2. UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah fasilitas 
pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha 



































mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang 
berbasis bagi hasil (mud{a<rabah/musyara>kah) atau jual beli 
(mura>bah{ah). 
3. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) adalah fasilitas 
pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan 
anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual 
beli (mura>bah{ah) atau berbasis sewa (ija>rah &kafalah). 
4. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) adalah fasilitas 
pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang 
digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (mura>bah{ah). 
5. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) adalah fasilitas 
pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang 
elektronik. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis 
jual beli (mura>bah{ah) atau akad ija>rah muntahiyah bit{amlik. 
6. UGT PKH ( Pembiayaan Kafalah Haji) adalah fasilitas 
pembiayaan konsumtif  bagi anggota untuk memenuhi 
kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan 
Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian 
Agama, untuk mendapatkan nomor seat haji. Akad yang 
digunakan adalah akad kafalah bil ujrah dan wakalah bil ujrah. 
7. UGT MJB (Multi Jasa Barokah) adalah fasilitas pembiayaan 
yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan 
agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama 



































jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-
undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori 
yang diharamkan syariah Islam. Akad pembiayaan yang 
digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai’ 
al Wafa atau Bai’ dan IMBT) atau berbasis sewa (Ija<rah atau 
Rahn Tasjili) 
8. UGT MGB (Multi Griya Barokah) adalah pembiayaan  jangka 
pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian 
rumah tinggal (konsumen), baik baru maupun bekas, di 
lingkungan developer maupun non developer, atau 
membangun rumah atau renovasi rumah. Akad pembiayaan 
yang digunakan adalah yang berbasis jual beli (mura>bah{ah, 
bai’ maus{uf fid{immah atau istis}na>’) atau multi akad 
(mura>bah{ah atau ija<rah paralel). 
9. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) adalah fasilitas 
pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang 
digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (mura>bah{ah) 
atau multi akad (mura>bah{ah dan ija<rah paralel atau bai’ al 
wafa dan ija<rah). 
10. Produk Jasa adalah produk jasa yang diberikan Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang 
sebagai berikut: 
1. Pelayanan transfer atau kirim uang. 



































2. Pembayaran rekening listrik dan telepon. 
3. Pengurusan pendaftaran haji 
4. Asuransi syariah.6 
 
B. Operasional Tabungan Mud{a<rabah (MDA) Berjangka di Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
1. Prosedur pengajuan tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka. 
Menjadi anggota atau nasabah di Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang, calon anggota atau 
nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh 
pihak BMT sebagai calon anggota atau nasabah yang akan 
mengambil salah satu produk khususnya tabungan mud{a<rabah (MDA) 
berjangka. Tabungan berjangka merupakan produk yang setoran dan 
penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad mud{a<rabah 
digunakan dalam tabungan ini. Tidak jauh berbeda dengan tabungan 
pada umumnya yaitu dalam proses pendaftaran menjadi nasabah, 
yang membedakan adalah tabungan umum dalam penarikan dan 
setorannya setiap saat waktu nasabah membutuhkan sedangkan 
tabungan ini berjangka. 
Sebagai calon anggota atau nasabah yang akan mengambil 
produk tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka ada beberapa tahap 
yang harus dilalui, yakni: 
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1. Anggota atau nasabah menemui pihak marketing untuk konsultasi 
mengenai tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka di Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
2. Pihak marketing menjelaskan semua prosedur tentang tabungan 
mud{a<rabah(MDA) berjangka. 
3. Setelah anggota atau nasabah mengetahui semua prosedur tentang 
tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka, maka calon anggota atau 
nasabah harus mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan 
yang disediakan oleh pihak di Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. Adapun isi formulir 
permohonan pembukaan tabungan ini meliputi: Mengisi nama 
lengkap, Tempat/tanggal lahir, Alamat sesuai kartu identitas, 
Nomor telepon, Pekerjaan, Nomor kartu identitas, Ahli waris, 
Alamat sesuai identitas ahli waris, Menyerahkan foto copy 
KTP/SIM dan membuka rekening tabungan. Adapun ketentuan 
yaitu, setoran awal minimal Rp. 10.000, setoran berikutnya 
minimal Rp. 1.000 dan administrasi pembuatan tabungan Rp. 
5.000. 
4. Setelah berkas sudah terisi semua kasir langsung memasukkan 
data calon anggota atau nasabah ke komputer. 
5. Anggota atau nasabah mendapat buku tabungan dari Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri atas rekomendasi kepala 
Cabang Sepanjang. 



































6. BMT melakukan ijab dan qabul (shi>gah) dengan anggota atau 
nasabah pada akad tabungan umum syariah. 
Setelah anggota atau nasabah mendapatkan buku tabungan 
dari pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang, anggota atau nasabah wajib mengisi formulir 
permohonan mud{a<rabah berjangka, gunanya sebagai akad menabung 




Pada saat pengisian warkat akan ada pendampingan oleh 
Kepala Cabang Sepanjang terhadap anggota atau nasabah, bertujuan 
menjelaskan kembali tentang segala proses yang ada pada tabungan 
mud{a<rabah (MDA) berjangka kepada anggota atau nasabah. Setelah 
anggota sudah memahami dan mengerti tentang proses dalam 
mud{a<rabah berjangka, maka Kepala Cabang Sepanjang akan 
menandatangani warkat anggota. 
Setelah persyaratan-persyaratan sudah terisi lengkap, proses 
selanjutnya adalah pihak BMT menggandakan warkat tersebut, 
dimana yang asli dibawa anggota atau nasabah dan copy-an dibuat 
BMT untuk dimasukkan ke dalam pengarsipan. Proses tersebut harus 
dilalui agar anggota atau nasabah berstatus sah dan resmi menjadi 
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2. Aplikasi tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka di Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
Setelah anggota atau nasabah sepakat dan melengkapi semua 
persyaratan yang diberikan oleh pihak BMT, nasabah resmi menjadi 
anggota dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang. Sahnya seorang nasabah menjadi syarat dalam 
pengambilan produk-produk BMT. 
Tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka adalah penggalian 
dana dari anggota yang jenis simpanan penarikannya sesuai jangka 
waktu kesepakatan  dan memberikan bagi hasil diawal berupa 
voucher belanja agar nasabah tertarik untuk menabung di Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
Tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka yang ada di Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang 
menerapkan akad mud{a<rabah mut{laqah, yang mana dalam akad 
mud{a<rabah mut{laqah pengelola modal diberi keleluasaan dalam 
mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis 
usaha, lokasi, dan tujuan usaha. Akad ini bertujuan memusatkan 
pengelolaan modal yang terhimpun dari seluruh anggota, dalam artian 
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pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan 
oleh pengelola modal. 
Tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka di Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang tidak bisa 
diambil sewaktu-waktu, hanya bisa diambil sesuai kesepakatan pada 
akad yang dilakukan di awal pembukaan. Seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 
bulan, 9 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Aturan ini bertujuan 
untuk menjaga kestabilan modal yang masuk, karena jika sewaktu-
waktu dapat diambil maka perputaran modal tidak akan stabil.
9
 
Pihak anggota atau nasabah akan mendapatkan hadiah dari 
uang yang dititipkan kepada pihak BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang. Maksud hadiah disini yaitu pemberian bagi hasil di awal 
yang diserahkan setelah akad berupa voucher belanja yang berbeda-
beda sesuai dengan jumlah nominal yang dititipkan pihak anggota 






(bulan) Harga Barang 
1. 95.000.000 12 4.800.000 
2. 45.000.000 24 4.800.000 
3. 29.000.000 36 4.800.000 
1. 68.000.000 12 3.400.000 
2. 32.000.000 24 3.400.000 
3. 20.000.000 36 3.400.000 
1. 77.000.000 12 3.900.000 
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2. 37.000.000 24 3.900.000 
3. 25.000.000 36 3.900.000 
1. 50.000.000 12 2.500.000 
2. 24.000.000 24 2.500.000 
3. 15.000.000 36 2.500.000 
1. 25.000.000 12 1.400.000 
2. 14.000.000 24 1.400.000 
3. 7.500.000 36 1.400.000 
1. 30.000.000 12 1.600.000 
2. 14.000.000 24 1.600.000 
3. 8.000.000 36 1.600.000 
1. 30.000.000 12 1.500.000 
2. 14.000.000 24 1.500.000 
3. 9.000.000 36 1.500.000 
1. 25.000.000 12 1.250.000 
2. 12.000.000 24 1.250.000 
3. 7.000.000 36 1.250.000 
1. 16.000.000 12 800.000 
2. 7.000.000 24 800.000 
3. 5.000.000 36 800.000 
1. 11.000.000 12 580.000 
2. 5.000.000 24 580.000 
3. 3.500.000 36 580.000 
1. 5.500.000 12 300.000 
2. 3.000.000 24 300.000 
3. 2.000.000 36 300.000 
1. 5.000.000 12 250.000 
2. 2.500.000 24 250.000 
3. 1.500.000 36 250.000 
 
Adapun ketentuan-ketentuan tabungan mud{a<rabah (MDA) 
berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang adalah sebagai berikut: 
1. Bagi hasil mud{a<rabah (MDA) berjangka dibayar tiap bulan. 



































2. Untuk mud{a<rabah  yang telah jatuh tempo dan tidak diambil, 
maka secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang 
sama (perpanjangan otomatis). 
3. Untuk setiap mud{a<rabah yang diperpanjang seperti butir 2 diatas, 
akan diterbitkan surat warkat mud{a<rabah (MDA) berjangka yang 
baru. 
4. Pada waktu permintaan pembayaran kembali warkat mud{a<rabah 
(MDA) berjangka ini harus diserahkan kepada BMT dengan 
dibubuhi tanda tangan pemegang/pemilik. 
5. Warkat mud{a<rabah (MDA) berjangka tidak dapat dipindah 
tangankan. Jika pemilik meninggal dunia, uang simpanannya akan 
dibayarkan pada ahli warisnya. 
6. Pencairan yang dilakukan oleh ahli waris (sehubungan dengan 
butir 5) harus menyampaikan dokumen sebagai berikut: 
a. Surat keterangan meninggal dunia oleh pejabat yang 
berwenang. 
b. Warkat mud{a<rabah (MDA) berjangka jika tidak ada maka 
digunakan data-data yang ada di Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. 
c. Surat keterangan resmi tentang hak warisan. 
7. Jika mud{a<rabah dimiliki suatu badan hukum/badan 
usaha/lembaga/organisasi, maka bila terjadi pergantian pengurus, 



































uang simpanannya akan dibayarkan kepada pengurus baru dengan 
mengajukan: 
a. Surat resmi tentang pergantian pengurus tersebut (berita acara 
serah terima). 
b. Warkat mud{a<rabah (MDA) berjangka. 
8. Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan hal-hal yang 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang pernah diberikan 
kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang harus segera diberitahukan secara tertulis 
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN MUD{A<RABAH 
(MDA) BERJANGKA 
 
A. Analisis Aplikasi Tabungan Mud{a<rabah (MDA) Berjangka 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri merupakan 
lembaga keuangan syariah yang dimiliki pondok Sidogiri, bergerak dalam 
bidang penghimpunan dana (funding) dan penyaluran dana (landing) yang 
mana memiliki berbagai macam produk yang sudah dijelaskan di bab III. 
Tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka adalah tabungan 
berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu 
tertentu yang telah disepakati anggota dengan BMT di awal akad. Jangka 
waktu seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 
36 bulan. 
Dalam menentukan nisbah bagi hasil pada produk tabungan, baik 
itu tabungan umum atau tabungan berjangka sudah ditetapkan oleh 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Pusat, jadi Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang tidak 
memiliki wewenang dalam penetapan nisbah bagi hasil. Penetapan nisbah 
bagi hasil tabungan mud{a<rabah berjangka ditetapkan sesuai dengan 
jangka waktu yang dipilih calon anggota. 



































Dalam praktik tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang 
menggunakan akad mud{a<rabah mut{laqah, dimana dalam akad mud{a<rabah 
mut{laqah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang (pengelola modal) diberi keleluasaan dalam mengelola dan 
menjalankan modal.Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, 
dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus 
dijalankan oleh pengelola modal. 
Langkah awal yang harus dilakukan anggota adalah anggota harus 
melengkapi persyaratannya yaitu melengkapi data-data diri nasabah yang 
meliputi nama lengkap calon nasabah, alamat lengkap, ahli warisnya dan 
anggota menabung dengan nominal yang ditentukan oleh Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang yang langsung 
diproses sesuai akad pada tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka. 
Penulis menggaris bawahi dalam proses aplikasi tabungan 
mud{a<rabah (MDA) berjangka yang dilakukan oleh Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. Dalam bab II 
penulis sudah menjelaskan secara detail mengenai konsep mud{a<rabah 
akan tetapi dalam bab III, bahwa bagian dari produk tabungan yang ada di 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang 
di antaranya adalah tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka. Dimana 
dalam tabungan tersebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT 



































Sidogiri Cabang Sepanjang memberikan hadiah yang diterapkan untuk 
bagi hasil anggota yang diserahkan di awal setelah akad dilakukan. 
Praktik tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka yang dilakukan 
oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang dengan pembagian nisbah yang telah ditentukan sebagai 
berikut: 
1. Jangka waktu 1 bulan nisbah 50% anggota : 50% BMT 
2. Jangka waktu 3 bulan nisbah 52% anggota : 48% BMT 
3. Jangka waktu 6 bulan nisbah 55% anggota : 45% BMT 
4. Jangka waktu 9 bulan nisbah 57% anggota : 43% BMT 
5. Jangka waktu 12 bulan nisbah 60% anggota : 40% BMT 
6. Jangka waktu 24 bulan nisbah 70% anggota : 30% BMT 
Dalam jangka waktu yang ditentukan tiap bulan mendapatkan 
bagi hasil dari uang yang ditabung, kemudian bagi hasil tersebut 
dituangkan dalam bagi hasil voucher belanja berupa uang yang diserahkan 
di awal setelah akad dilakukan, padahal Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang belum mengetahui apakah untung 
atau rugi dari simpanan tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka ini. 
Alasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang memberikan bagi hasil voucher belanja berupa uang 
yang diserahkan di awal setelah akad dilakukan adalah Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang membutuhkan 
likuiditas, karena semakin banyak funding maka akan semakin banyak 



































juga landing, sedangkan semakin banyak landing maka banyak pula 
pendapatan. 
 
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Tabungan Mud{a<rabah (MDA) 
Berjangka 
Sebagaimana yang dijelaskan penulis dalam teorimud{a<rabah di 
bab II ada beberapa keganjalan dalam rukun dan syarat tabungan 
mud{a<rabah, yaitu sebagai berikut: 
1. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil 
antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam 
mud{ara>bah yang menjadi ma’qu>d alaih atau objek akad adalah laba 
atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas 
maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 
60:40, 65:35 dan seterusnya. 
2. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan 
juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya 
dari keuntungan, tidak termasuk modal. 
3. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah 
modal yang diberikan s{a>h{ibul ma>l. Perhitungan bagi hasil harus 
berdasarkan keuntungan yang didapat. 
4. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, 
misalnya Rp. 1.000.000, Rp. 5.000.000 dan seterusnya. Karena 



































keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui 
jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan 
persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu. 
Dimana dalam praktiknya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-
UGT Sidogiri Cabang Sepanjang memberikan bagi hasil tabungan 
mud{a<rabah (MDA) berjangka yang diserahkan diawal setelah kedua belah 
pihak sepakat dan melangsungkan akad sesuai dengan nominal jumlah 
uang yang ditabungkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT 
Sidogiri Cabang Sepanjang. 
Adapun nominal uang dan laba yang ditentukan oleh pihak 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang 
kepada anggota atau nasabah adalah sebagai berikut: 
No. Deposito 
Jangka waktu 
(bulan) Harga Barang 
1. 95.000.000 12 4.800.000 
2. 45.000.000 24 4.800.000 
3. 29.000.000 36 4.800.000 
1. 68.000.000 12 3.400.000 
2. 32.000.000 24 3.400.000 
3. 20.000.000 36 3.400.000 
1. 77.000.000 12 3.900.000 
2. 37.000.000 24 3.900.000 
3. 25.000.000 36 3.900.000 
1. 50.000.000 12 2.500.000 
2. 24.000.000 24 2.500.000 
3. 15.000.000 36 2.500.000 
1. 25.000.000 12 1.400.000 
2. 14.000.000 24 1.400.000 
3. 7.500.000 36 1.400.000 
1. 30.000.000 12 1.600.000 
2. 14.000.000 24 1.600.000 



































3. 8.000.000 36 1.600.000 
1. 30.000.000 12 1.500.000 
2. 14.000.000 24 1.500.000 
3. 9.000.000 36 1.500.000 
1. 25.000.000 12 1.250.000 
2. 12.000.000 24 1.250.000 
3. 7.000.000 36 1.250.000 
1. 16.000.000 12 800.000 
2. 7.000.000 24 800.000 
3. 5.000.000 36 800.000 
1. 11.000.000 12 580.000 
2. 5.000.000 24 580.000 
3. 3.500.000 36 580.000 
1. 5.500.000 12 300.000 
2. 3.000.000 24 300.000 
3. 2.000.000 36 300.000 
1. 5.000.000 12 250.000 
2. 2.500.000 24 250.000 
3. 1.500.000 36 250.000 
 
Dari penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa dalam proses bagi 
hasil dari tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka untuk anggota atau 
nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad mud{a<rabah yang 
didalam syarat akad mud{a<rabah tidak boleh menentukan jumlah tertentu 
untuk pembagian hasil, misalnya Rp. 1.000.000, Rp. 5.000.000 dan 
seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum 
diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan 
persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu. 
 
 



































Hal ini diperkuat oleh Ibnu Mundzir mengatakan: 
 َطَرَشاَذإ ِضاَرِقملا ِلَاطمبإ ىَلَع ِمملِعملا ِل مهَأ منِم ُهمنَع ُظَفمَنَ منِم ُّلُك َعَمجَْأ
 َد ِهِس مف َِنلَاُهَُلَِكموَأَاُهُُدَحَأ  ةَموُلمعَم َمِهَار  
Artinya: “Ahli ilmu (ulama) bersepakat bahwa apabila salah satu pihak atau para 
pihak yang terlibat dalam mud{a<rabah mensyaratkan keuntungan dalam jumlah 
nominal tertentu, maka mud{a<rabah semacam ini batal. 







































Dari hasil pemaparan penelitian yang telah ditulis sebagaimana 
yang telah ada di bab I sampai dengan bab IV skripsi ini. Dalam bab V 
penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan penulis. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi tabungan mud{a<rabah (MDA) berjangka yang dijalankan 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang yaitu menggunakan akad mud{a<rabah mut{laqah, dengan 
nisbah yang telah ditentukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
BMT-UGT Sidogiri Pusat, dan pihak anggota akan mendapatkan bagi 
hasil voucher belanja berupa uang yang diserahkan di awal setelah 
akad dilakukan. Alasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT 
Sidogiri Cabang Sepanjang memberikan bagi hasil berupa voucher 
belanja yang diserahkan di awal setelah akad dilakukan adalah 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang membutuhkan likuiditas, karena semakin banyak funding 
maka akan semakin banyak juga landing, sedangkan semakin banyak 
landing maka banyak pula pendapatan. 



































2. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi tabungan mud{a<rabah 
(MDA) berjangka yang dijalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang hukumnya batal 
karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, karena dalam 
praktiknya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang tidak sesuai dengan rukun mud{a<rabah yaitu 
memberikan bagi hasil voucher belanja berupa uang yang diserahkan 
di awal setelah akad dilakukan berdasarkan persentase terhadap modal 
bukan persentase keuntungan. 
 
B. Saran 
Dari beberapa kesimpulan di atas penulis memberikan saran-saran 
sebagaimana teori mud{a<rabah sebagaimana mestinya. Adapun saran-saran 
penulis yaitu sebagai berikut: 
1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang diharap lebih melakukan pembelajaran secara istiqomah 
dalam memahami konsep mud{a<rabah secara umum agar sejalan 
dengan teori mud{a<rabah yang benar menurut syariah.  
2. Pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang ada baiknya melakukan penyempuranaan prosedur bagi 
hasil yang sudah diterapkan selama ini, harapannya adalah 



































perhitungan bagi hasil yang lebih jelas dan tidak adanya penentuan 
batas nominal saat awal akad. 
Demikian saran yang dapat penulis sampaikan. Adapun 
kelancangan dan kesalahan penafsiran dalam pilihan redaksional mohon 
untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses keberlanjutan 
penelitian ini. 
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